BAB I

PENDAHULUAN
Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang membahas permasalahan dan berbagai fenomena yang ada, yaitu fenomena yang menarik bagi penulis untuk menelitinya dengan lebih lanjut. Berbagai permasalahan dan fenomena-fenomena yang ada di dalam latar belakang masalah merupakan dasar yang dipakai penulis untuk merumuskan permasalahan, berisikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan peneliti jawab setelah penelitian ini selesai. Lalu nanti ada identifikasi masalah yang berisikan mengenai rangkuman permasalahan yang timbul dari topik penelitian. Setelah itu terdapat juga batasan masalah yang memuat batasan-batasan, yang berkaitan dengan identifikasi masalah penelitian ini.

Namun ada juga batasan penelitian yang merupakan beberapa hal yang membatasi penulis dalam meneliti di penelitian ini. Kemudian, terdapat tujuan penelitian yang berisikan tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian, yang berisikan manfaat yang ingin penulis berikan kepada para pembaca penelitian ini, sehimgga dapat menambah pengetahuan pembaca ataupun menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
A. Latar Belakang Masalah
Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah dituntut mandiri untuk mengatur dan mengelola dapur rumah tangga pemerintahannya masing-masing. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan segala potensi hasil daerah yang ada, pemerintah daerah dituntut melakukan pembangunan untuk memajukan dan mensejahterakan daerahnya masing masing. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengurus daerahnya masing-masing dalam upaya mempercepat pembangunan tersebut. Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi pembangunan nasional.
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing (Permusyawaratan & Republik, 1999).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena sebagai sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dapat dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah, salah satu pendapatan daerah adalah Pajak Reklame.
Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah dan juga merupakan pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame merupakan sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial karena mengingat reklame merupakan media yang sangat dibutuhkan untuk mempromosikan suatu produk yang dilakukan oleh pelaku ekonomi atau pengusaha, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah ibukota yang perekonomiannya berkembang pesat dengan banyaknya industri. Dengan berkembangnya jumlah industri di DKI Jakarta hal ini akan berdampak terhadap penerimaan pajak reklame, hal itu dapat terlihat nyata dengan menjamurnya reklame di jalan-jalan utama. Jika fenomena ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka pajak reklame menjadi trend sebagai penyumbang penerimaan pajak asli daerah yang cukup besar. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum. Namun perlu di jabarkan bahwa dari tahun ke tahun peningkatan pajak reklame dari 5 tahun terahkir penerimaan pajak daerah, terbukti dari tabel berikut ini:
Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta
	Tahun
	Target (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%

	2013
	515.000.000.000
	654.644.317.921
	127.115

	2014
	2.400.000.000.000
	850.675.199.089
	35.449

	2015
	1.800.000.000.000
	717.631.254.842
	39.868

	2016
	1.150.939.069.343
	899.975.503.275
	78.195

	2017
	850.000.000.000
	966.064.406.064
	113.655


Sumber: DJPK DKI Jakarta


Dalam tabel di atas bisa kita lihat pada tahun 2014 ada target jauh dari tahun 2013 sampai 450% tetapi pada penerimaan realisasinya masih belum mencapai target secara signifikan walaupun penerimaan pajak reklame dalam realisasinya ada penaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada tahun 2015. Meskipun penerimaan pajak reklame secara realisasi terus bertambah setiap tahun tetapi belum bisa mencapai target yang di tetapkan untuk penerimaan pajak reklame kecuali pada tahun 2013 dan 2017 penerimaan pajak reklame melampaui target yang di tetapkan.
Dari hasil di atas pajak reklame mempunyai potensi cukup besar sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pemeritah DKI Jakarta juga menyadari bahwa segala upaya yang sudah dilakukan dalam hal pemungutan pajak daerah ini, masih belum optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame. Oleh karena itu, cukup menarik untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta.
Pada penelitian Subroto, Harimurti dan Suharno(2015) pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Penduduk merupakan bagian penting dalam kemajuan setiap daerah, berikut adalah tabel yang menunjukan pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta dari 5 tahun terahkir.
Tabel 1.2

Pertumbuhan Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2013-2017
	Uraian
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	Rata-rata 2013-2017

	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)
	9.970
	10.057,3
	10.177,9
	10.277,6
	10.374,2
	10.175,2


Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Dalam tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa penduduk DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Kemudian Laju ekonomi yang terus meningkat, menjadikan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. Hal itu dapat terlihat dengan semakin banyaknya layanan sektor jasa dan perdagangan yang bermunculan di Provinsi DKI Jakarta, seperti restoran, pusat perbelanjaan, tempat-tempat usaha dan layanan jasa lainnya (Badan Pusat Statistik, 2018).
Penelitian Sebelumnya dilakukan Kristina (2015) mencoba mengaitkan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan  kualitas pelayanan petugas pajak terhadap pajak reklame. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pajak, misalnya ada berupa sanksi administrasi yang megaitkan bunga atau kenaikan serta ada sanksi pidana.
Penelitian ini mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu produk domestik regional bruto, industri dan penduduk terhadap variabel dependen yaitu pajak reklame. Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah Subroto, Harimurti dan Suharno (2015). Menurut Siahaan (2005:329) dalam Ramadhan (2013) dituliskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan jumlah industri suatu daerah akan meningkatkan penerimaan pajak reklame daerah tersebut.Jadi, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame, maka diambil faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame yaitu jumlah penduduk, jumlah industri dan produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau perode tertentu dan biasanya satu tahun. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta dikelompokan menjadi beberapa sektor yaitu makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang dari kertas, penerbitan, percetakan dan produksi, batu bara, minyak dan gas bumi dan bahan bakar dari nuklir, kimia dan barang-barang dari bahan kimia, karet dan barang-barang dari plastik, barang galian bukan logam, logam dasar, barang-barang dari logam peralatannya, mesin dan perlengkapannya, peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data, mesin listrik lainnya dan perlengkapannya, radio, televisi dan peralatan komunikasi, peralatan  kedokteran, alat ukur, navigasi, optik dan jam, kendaraan bermotor, alat angkutan lainnya, furniture dan indsutri pengolahan lainnya, dan daur ulang. 
Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 sebanyak 10.374.214 jiwa dari 44 kecamatan yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian sebelum ini (Gupita P dan Nugroho SBM, 2013) membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di kota Semarang. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Objek penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dimana terdiri dari 44 Kecamatan dan 21 Sektor Industri. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik yang berada di DKI Jakarta.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah, antara lain adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta? 
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin membatasi ruang lingkup masalah menjadi:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta?
D. Batasan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis ingin membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan menjadi:

1. Objek penelitian merupakan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Badan Pusat Statistik.
2. Berdasarkan aspek waktu penelitian akan dilakukan para periode tahun 2007-2017.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan Batasan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat dirumusan adalah sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah industri dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta?”

F. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dikemukan penulis diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta.
G. Manfaat Penelitan
Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Manfaat bagi penulis

Untuk dapat memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Akutansi pada jurusan akuntansi perpajakan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Serta untuk lebih memahami wawasan dan pengalaman bidang pajak daerah, khususnya pada pajak reklame, baik secara teori maupun praktek selama melakukan penelitian ini serta bisa menjadi tambahan aplikasi dan ilmu yang telah di peroleh dari perkuliahan.

2. Manfaat bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta yang berkaitan pajak reklame.

3. Manfaat bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pajak reklame.
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